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ABSTRAK

Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu adalah, POLRI harus
mewaspadai potensi-potensi yang bisa menyebabkan pelanggaran dalam pelaksanaan
pesta demokrasi. Dimana eksistensi polri sebagai pengayom, pelindung, pengamanan
serta penegakan hukum terhadap masalah-masalah pelanggaran pemilu yang
bermuara terhadap tindak pidana.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana
upaya Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu? 2. Faktor-
faktor Apa Saja yang menghambat tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak
pelaku tindak pidana Pemilu?

Metodologi Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum
normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis atau kepustakaan dan
Penelitian hukum empiris adalahpenelitian hukum positif tidak tertulis mengenai
perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Hasil penelitian mennjukan bahwa agar kepolisian tidak mengalami kesulitan
atau hambatan dalam penegakan hukum, dimana POLRI harus didukung penuh oleh
instansi lain yang saling berintergrasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan

lembaga negara lain.
Kesimpulan dari

sebenarnya tugas polisi su

diterimanya sudah merupakan

Penegakan

penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana pemilu,
dah cukup membantu karena perkara-perkara yang
hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu dan
faktor-faktor yang menghambat tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak
pelaku tindak pidana Pemilu adalah, Kurang Alat Bukti; Waktu Penanganan yang

Terbatas; Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif.
Saran agar masyarakat yang menjadi saksi dalam kasus money politic diberikan

jaminan perlindungan sebagai saksi dan korban, bukan dijadikan sebagai tersangka.

Kata Kunci : Pemilu, Polri, Tindak Pidana
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BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab diatas maka
penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

|. Upaya Polri dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu adalah,

penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup

membantu karena perkara-perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil

penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu panwaslu sendiri yang

menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal

Rl harus mewaspadai potensi-potensi

krasi.

terjadinya tindak pidana pemilu, POL
vang bisa menyebabkan pelanggaran dalam pelaksanaan pesta demo

Dimana eksistensi polri sebagai pengayom. pelindung, pengamanan serta

masalah pelanggaran pemilu yang

penegakan hukum terhadap masalah-
an tidak

bermuara terhadap tindak pidana. Adapun juga agar kepolisi
tan atau hambatan dalam penegakan hukum, dimana POLRI

mengalami kesuli
in yang saling berintergrasi dan

harus didukung penuh oleh instansi la

bekerjasama.
alam mencegah dan

1o

menghambat tugas kepolisian d
alah, Kurang Alat Bukti; Waktu

Faktor-faktor yang

menindak pelaku tindak pidana Pemilu ad

Penanganan yang Terbatas: Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif.
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